RINGKASAN

Pemerintah  Indonesia saat ini berkomitmen dalam menerapkan
pemerintahan yang baik atau good governance untuk mengatasi berbagai macam
permasalahan yang ada. Good governance diharapkan dapat membantu
mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar
pelaksanaannya  bisa  menjadi  lebih  efektif, efisien, dan bisa
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Pemerintah Desa Kanding dituntut
untuk dapat berfungsi secara maksimal dalam mengemban tugas yang diserahkan
dengan berlandaskan prinsip good governance dan berfokus pada kepentingan
umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang
Good Governance pada Pemerintahan Desa Kanding Kecamatan Somagede
Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, kondensasi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aspek akuntabilitas dalam
menjalankan roda pemerintahan di Desa Kanding sudah diterapkan, namun belum
bisa dikatakan akuntabel dikarenakan pihak Pemerintah Desa Kanding belum
sepenuhnya terbuka terkait laporan kinerja perangkat desa dan masih kurangnya
evaluasi terhadap kinerja perangkatnya. 2) Dalam pelaksanaan aspek transparansi
di Pemerintahan Desa Kanding masih kurang, ada beberapa hal yang harus menjadi
fokus perhatian pemerintah, yaitu kurangnya transparansi terhadap informasi
mengenai program atau kebijakan dari pemerintah desa serta dalam pengambilan
keputusan. 3) Aspek partisipasi sudah dilaksanakan dalam menjalankan
Pemerintahan di Desa Kanding, namun pemerintah belum secara maksimal
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 4) Pemerintah
Desa Kanding sudah melaksanakan prinsip supremasi hukum, tetapi perlu
ditingkatkan lagi. Berdasarkan uraian tersebut peneliti memberikan rekomendasi
kepada pemerintah Desa Kanding untuk meningkatkan aspek akuntabilitas,
transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum.
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SUMMARY

The Indonesian government is currently committed to implementing good
governance to overcome various existing problems. Good governance is expected
to help integrate the roles of the government, government sector, and society so that
its implementation can be more effective, efficient, and accountable. Thus, the
Kanding Village Government is required to be able to function optimally in
carrying out the tasks handed over by based on the principles of good governance
and focusing on the public interest. This study aims to explain and describe Good
Governance in Kanding Village Government, Somagede District, Banyumas
Regency. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data
analysis techniques with data collection, data condensation, data presentation, and
conclusions.

The results showed that: 1) The accountability aspect in running the
government in Kanding Village has been implemented, but it cannot be said to be
accountable because the Kanding Village Government has not been fully open
regarding the performance report of village equipment and there is still a lack of
evaluation of the performance of its equipment. 2) In the implementation of
transparency aspects in the Kanding Village Government is still lacking, there are
several things that must be the focus of government attention, namely the lack of
transparency of information about programs or policies from village governments
and in decision making. 3) The aspect of participation has been implemented in
running the Government in Kanding Village, but the government has not maximally
increased community participation in decision making. 4) The Kanding Village
Government has implemented the principle of rule of law, but it needs to be
improved. Based on this description, researchers provide recommendations to the
government Kanding Village to improve aspects of accountability, transparency,
participation, and rule of law.
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